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Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang 
berjudul Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten 
Sintang yaitu: 
1.  Upaya yang dilakukan antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, 
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 
kali dalam satu tahun, dalam bentuk pembinaan dan evaluasi kerja serta penilaian usaha 
perkebunan, perusahaan lainnya juga telah melakukan pembangunan HCV atau High 
Conservation Value dan HCS atau High Carbon Stock di dalam izin lokasi perkebunan 
kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten 
Sintang dalam melakukan upaya perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang apabila 
terjadi konflik dengan masyarakat, perusahaan peerkebunan kelapa sawit mendirikan 
instalasi pengolahan limbah produksi sendiri, dan didukung tenaga ahli profesional dalam 
melakukan pengolahan limbah hasil pengolahan kelapa sawit sehingga nanti diharapkan 
pembuangan limbah perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan. 
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan 
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang adalah Luasnya wilayah perkebunan 




masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan kelapa 
sawit, keterbatasan akses jalan dan minimnya jumlah kendaraan operasional dari Dinas 
Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi kinerja pengawasan perkebunan kelapa sawit, 
keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan 
adanya hambatan dalam melakukan pengawasan secara rutin, Masayarakat hanya 
mengetahui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hanya terbatas pada 
penghijauan (reboisasi), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memiliki 
keterbatasan anggaran berada di bagian  operasional misalnya meliputi gaji pegawai 
apabila dilakukan penambahan jumlah pegawai, penambahan jumlah alat transportasi 
Dinas, biaya operasional transportasi. 
B. Saran 
1. Masyarakat setempat diharapkan untuk lebih pro aktif dalam menggali pengetahuan tentang 
aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup, agar dapat memberikan peran yang signifikan 
didalam melakukan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. 
2. Perusahaan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadapupaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara menggalakkan program-
program yang pro terhadap pelestarian lingkungan seperti penghijauan, perencanaan area 
HCV, HCS, dan sebagainya. 
3. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memaksimalkan sarana yang ada meskipun 
ditengah keterbatasan anggaran dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup 





4. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggaran operasional instansi pemerintah yang 
berwenang turut serta dalam upaya perlindungan lingkungan hidup seperti Dinas 
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